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ABSTRAK 
 
Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang) 
 
The Effect of Administration of Regional Property on Quality of 
Local Government Financial Statement 
 
 
Okta Dwi Kurnianto 
Nurleni 
Syamsuddin 
 
 
Penelitian ini bertujuan mencari bukti empirik untuk mendukung hipotesis bahwa 
terdapat pengaruh penatausahaan barang milik daerah yang terdiri dari 
kompetensi SDM, instrumen penatausahaan BMD, dan pelaporan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah 
Kabupaten Magelang). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 65 
orang yang terlibat dalam penatausahaan barang milik daerah dan laporan 
keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei 
yang diperoleh dengan cara pembagian kuisioner kepada para responden. 
Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier sederhana dengan 
software SPSS 23. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata kunci:  Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Kualitas Laporan 
Keuangan. 
 
This study aims to find empirical evidence to support the hypothesis that there is 
influence of administration of regional property consisting of human resource 
competence, instrument of administration of BMD and reporting on quality of local 
government financial report (case study at government of Magelang regency). In 
this study, the samples taken were 65 people involved in the administration of 
local property and financial statements. Data collection was done through direct 
observation and survey obtained by way of distribution of questionnaires to the 
respondents. This study uses a simple linear regression analysis model with 
SPSS 23 software. This research proves that there is significant influence 
between the administration of local property on the quality of local government 
financial statements. 
  
 
Keywords:  Administration, Regional Property, Quality of Financial Statement. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara/daerah 
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Negara. Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara 
adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Di dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
dinyatakan bahwa perbendaharaan merupakan kegiatan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan 
yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan 
Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah. 
Sehubungan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 Pasal 74 ayat (3), Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pada tahun 2016 Menteri Dalam 
Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2106 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan 
Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud barang milik daerah adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan atau yang berasal 
dari perolehan lainnya yang sah.  
Nyemas, dkk. (2013:15) dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang) menunjukan hasil penelitian  
bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang 
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan 
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, 
pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang 
sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan 
kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten 
Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan 
beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan 
praktik manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan 
yang ada. 
Pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi dan 
keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. 
Disamping itu pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah meliputi 
kegiatan yang terdiri dari kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, 
pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
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penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian. 
Pertanggungjawaban atas barang milik daerah kemudian menjadi 
sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD). Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan rapor 
pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang 
dipercaya rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran juga 
kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha dan lain-lain). Atas 
LKPD tersebut juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan 
pemeriksaan dan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi 
yang disajikan. 
Nuryamin (2015:17) dengan judul Pengelolaan Aset/Barang Milik 
Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 
menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset di 
DPU yaitu inventarisasi aset berpengaruh terhadap penyajian laporan 
keuangan dan aset daerah. Inventarisasi aset bermasalah di DPU, sehingga 
berpengaruh terhadap kesalahan dalam penatausahaan aset. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas Pelaporan 
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. 
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai satu entitas 
pelaporan pun wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. 
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Laporan Keuangan yang berkualitas menurut Financial Accounting 
Standards Board (FASB) merupakan laporan keuangan yang memenuhi 
unsur nilai relevan dan reliabilitas. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah 
ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah 
relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. 
Dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua 
atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan kegiatan pengawasan 
keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian diterjemahkan 
dalam suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-
pokok pengelolaan keuangan daerah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2015:111) dengan judul 
Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, 
menunjukan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kota 
Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota 
Probolinggo sudah menerapkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 
sesuai dengan standar yang berlaku menurut Kementerian Agama. Dilihat 
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dari uji dominan, variabel pembukuan merupakan variabel yang paling 
dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
Sebagaimana diketahui, LKPD Kabupaten Magelang tahun 2013, 
2014 dan 2015 oleh BPK dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian. BPK 
masih memberikan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang berupa 
masih harus diperhatikannya pengelolaan Aset Tetap. BPK menyatakan 
bahwa Aset Tetap belum sepenuhnya disajikan dengan informasi yang 
lengkap dan jelas. 
Berdasarkan latar belakang dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, 
maka penelitian ini bermaksud melakukan penelitian dan membuat skripsi 
dengan judul “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap BMD terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah 
Kabupaten Magelang)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 
menjadi rumusan  masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Apakah Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas penatausahaan 
barang milik daerah telah melaksanakan tugas dengan baik? 
b. Apakah instrumen penatausahaan barang milik daerah telah dilaksanakan 
dengan baik? 
c. Apakah pelaporan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan baik? 
d. Apakah penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas 
LKPD Kabupaten Magelang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan bukti empiris mengenai: 
a. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas penatausahaan barang 
milik daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak, 
b. Instrumen barang milik daerah telah dilaksanakan dengan baik atau tidak, 
c. Pelaporan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan baik atau tidak, 
dan 
d. Pengaruh penatausahaan barang milik terhadap kualitas LKPD Kabupaten 
Magelang. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan 
referensi serta menjadi rujukan dalam dunia akuntansi khususnya akuntansi 
pemerintahan mengenai penatausahaan aset tetap/barang milik daerah 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermamfaat bagi 
pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penatausahaan barang 
milik daerah dan pengelola keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan 
keuangan yang lebih baik dan lebih berkualitas. 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada penatausahaan aset 
tetap atau barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
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pelaporan barang milik daerah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan terbagi ke dalam 5 
(lima) bab sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik, serta 
kerangka pemikiran yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, 
yaitu Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap (BMD) yang mempengaruhi 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi rancangan penelitian, subjek, tempat, dan waktu 
penelitian; jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data; variabel penelitian dan 
definisi operasional; instrumen penelitian; serta analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan teori dan metodologi penelitian, peneliti akan menjabarkan 
mengenai deskripsi data hasil penelitian dengan melaporkan hasil penelitian, 
pengujian hipotesis, dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini, peneliti akan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta mencoba memberikan 
saran-saran yang dipandang perlu.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Akuntabilitas 
Istilah akuntabilitas yang berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris 
accountability yang berarti pertanggungan jawab atau keadaan untuk 
dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban 
(Salim, 1991) dalam Marta (2014:15). Mardiasmo (2004:20) menyebutkan 
pengertian akuntabilitas publik adalah  
“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”  
Dalam bukunya, Mardiasmo (2004:21) membagi akuntabilitas publik 
menjadi dua macam, yaitu. 
1. Akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) adalah pertanggungjawaban 
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 
pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 
pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. 
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) adalah pertanggungjawaban 
kepada DPRD dan masyarakat luas. 
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian 
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. 
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Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 
terdiri dari beberapa elemen. Dalam buku Mardiasmo (2004:21), Ellwood 
(1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi 
oleh organisasi sektor publik, yaitu. 
1. Akuntabiitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probity 
and Legal) 
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
penggunaan sumber dana publik. 
2. Akuntabilitas Proses (Process accountability) 
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 
administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 
3. Akuntabilitas Program (Program Accontability) 
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang 
minimal. 
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accontability) 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, 
pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas 
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Mardiasmo (2004) menambahkan dimensi akuntabilitas financial yaitu dimensi 
yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan 
keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak 
luar. 
Penatausahaan barang milik daerah (BMD) yang dilakukan oleh setiap 
SKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus 
dilakukan oleh kuasa pengguna barang kepada pengguna barang. Bentuk 
pertanggungjawabannya yaitu pelaporan barang milik daerah yang dilakukan 
kuasa pengguna barang harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan 
kepada pengguna barang. Hasil dari laporan kuasa pengguna barang yang 
disampaikan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan 
laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang kemudian akan 
disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam penyusunan 
neraca SKPD. Neraca SKPD yang sudah dibuat tadi akan dijadikan dasar 
untuk membuat neraca pemerintah daerah yang merupakan salah satu 
komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan bentuk 
pertanggungjawaban dari SKPD ke pemerintah daerah dan juga bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan 
masyarakat.  
2.1.2 Barang Milik Daerah (BMD) 
Pengertian aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) tahun 2010 nomor 07 paragraf 5 adalah sumber daya 
ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa 
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan 
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yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
Dalam PSAP 07 tahun 2010 disebutkan bahwa aset tetap merupakan 
suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam 
penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah. 
a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 
entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 
kontraktor; 
b. Hak atas tanah. 
Sedangkan yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang 
dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan 
(materials) dan perlengkapan (supplies). 
Di dalam PSAP 07 tahun 2010 paragraf 7 disebutkan bahwa aset tetap 
diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan 
mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; 
dan konstruksi dalam pengerjaan. 
Definisi masing-masing klasifikasi tersebut menurut Buletin Teknis 
(Bultek) 09 adalah sebagai berikut. 
a. Tanah 
Tanah yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk 
dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan; 
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b. Peralatan dan Mesin 
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 
alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang 
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
dalam kondisi siap pakai; 
c. Gedung dan Bangunan 
Gedung dan bangunan meliputi seluruh gedung dan bangunan yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan ini tidak 
mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan 
yang ada diatasnya; 
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 
dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut selain 
digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh 
untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan; 
e. Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan 
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 
dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah 
koleksi perpustakaan, buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ 
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kebudayaan/olahraga, hewan ikan, dan tanaman Aset Tetap-Renovasi, yaitu 
biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu 
ruangan kantor yang bukan miliknya; 
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Konstruksi dalam pengerjaan yaitu aset yang sedang dalam proses 
pembangunan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses 
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode 
waktu tertentu dan belum selesai. 
Dalam UU nomor 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud 
barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian 
perolehan lainnya yang sah, di dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 
2006 disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, 
ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. 
Pengertian BMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 
19 tahun 2016 yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau perolehan lainnya yang sah, yang meliputi antara lain. 
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;  
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 
pemerintah daerah 
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Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari. 
a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ 
pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ 
Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik 
Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah 
yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada 
Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya yang anggarannya 
dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha milik 
Daerah lainnya. 
Berdasarkan lingkup dan penggolongan aset tersebut diatas, BMD 
merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud maupun tidak 
berwujud yang tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar 
merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau 
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 
Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan istilah Tata Usaha yaitu penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan 
sebagainya di perusahaan, negara dan sebagainya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan penatausahaan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
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pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai 
bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua 
dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan 
Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan 
Pengelola Barang. 
Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
termasuk menyusun Laporan BMD yang akan digunakan sebagai bahan 
penyusunan neraca pemerintah daerah. Dalam penatausahaan BMD ini 
termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD. 
Pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMD yang dimaksud mengacu 
kepada Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Penatausahaan barang milik daerah dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan 
yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 
a. Pembukuan 
Permendagri No.19 tahun 2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam 
daftar barang pengelola menurut golongan dan kodefikasi barang dan 
kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. 
Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan 
pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna 
(DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa pengguna 
barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan 
format. 
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1) Kartu Inventaris Barang (KIB) 
Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-
barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data 
asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga perolehan dan data lain 
mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun 
tujuan lain dan dipergunakan selama barang tersebut belum dihapuskan. 
Terdapat enam macam KIB yaitu sebagai berikut. 
a) KIB A Tanah; 
b) KIB B Peralatan dan Mesin; 
c) KIB C Gedung dan Bangunan; 
d) KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
e) KIB E Aset Tetap Lainnya; 
f) KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan; 
2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 
Kartu Inventaris Ruangan (KIR) adalah kartu untuk mencatat 
barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. KIR ini harus 
dipasang di setiap ruangan kerja. Pemasangan maupun pencatatan KIR 
merupakan tanggungjawab pengurus barang dan Kepala Ruangan di 
setiap SKPD. 
b. Inventarisasi 
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data 
dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan 
identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang 
akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau 
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dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan 
inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah 
daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang 
independent. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 menyebutkan 
bahwa inventarisasi barang milik daerah paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun oleh pengguna barang. Tetapi untuk BMD berupa 
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan setiap 
tahun. 
Dari kegiatan inventarisasi maka disusunlah Buku Inventaris (BI) yang 
menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat 
data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun 
pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Kemudian dari 
BI tiap-tiap SKPD dilakukan kompilasi/penggabungan menjadi Buku Induk 
Inventaris (BII). 
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan 
mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka. 
1) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap 
barang; 
2) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara 
maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; 
3) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah. 
Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar 
dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan 
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sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan 
berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga 
dapat memberikan informasi yang tepat dalam. 
1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
2) pengadaan; 
3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 
4) penggunaan; 
5) penatausahaan; 
6) pemanfaatan; 
7) pengamanan dan pemeliharaan; 
8) penilaian; 
9) penghapusan; 
10) pemindahtanganan; 
11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
12) pembiayaan; dan 
13) tuntutan ganti rugi. 
 
Barang milik/kekayaan negara yang dipergunakan oleh Pemerintah 
Daerah, pengguna barang mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan 
dilaporkan kepada pengelola. Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha 
Milik Daerah/yayasan Milik Daerah wajib melaporkan daftar inventaris 
barang milik daerah yang berada dalam pengelolaannya kepada Kepala 
Daerah, dan Kepala Daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi 
inventaris barang tersebut. 
Tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 Tahun 2016, 
disebutkan juga bahwa barang milik daerah yang digunakan oleh Badan 
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Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 
untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang 
bersangkutan. Pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Badan 
Layanan Umum mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap 
barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah. 
c. Pelaporan 
Dalam Permendagri nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa 
pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang 
harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan kepada pengguna 
barang. Hasil dari laporan kuasa pengguna barang yang disampaikan 
tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan 
barang pengguna semesteran dan tahunan yang kemudian akan 
disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam penyusunan 
neraca SKPD. 
Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan 
laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan 
inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan 
pengguna barang semesteran dan tahunan kepada Kepala Daerah 
melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh 
laporan pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing 
SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi 
tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 
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Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa 
pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada 
pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris 
tersebut menjadi buku induk inventaris. 
Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi 
barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya 
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi 
Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang 
milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-
masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada. 
1) Laporan Mutasi Barang 
Laporan mutasi barang merupakan laporan mutasi barang per semester 
dari SKPD kepada pembantu pengelola. 
2) Daftar Mutasi Barang. 
Daftar mutasi barang merupakan laporan mutasi barang per tahun dari 
SKPD kepada Biro/Bagian Perlengkapan. 
Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) 
selain mencantumkan jenis, merk, type dan lain sebagainya juga harus 
mencantumkan nilai barang. 
Yang tidak kalah penting dalam pelaporan aset adalah pengungkapan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai (adequate 
disclosure) atas seluruh masalah yang ditemukan dalam kegiatan 
inventarisasi dan penyelesaian atas masalah yang telah dilakukan dan 
kemajuan akhirnya. Misalnya disclosure tentang penyelesaian status 
kepemilikan yang perlu dikonfirmasi kepada pihak kementerian, terkait 
penyerahan aset tetap yang tidak diketemukan dokumen hibahnya. 
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Termasuk pengungkapan atas asset tetap yang tidak diketahui 
keberadaannya (fisiknya) padahal aset tersebut tercatat dalam Buku 
Inventaris dan upaya pencariannya yang telah dilakukan oleh pemerintah 
daerah. 
2.1.3.1 Sumber Daya Manusia dalam Penatausahaan BMD  
Menurut permendagri 19 tahun 2016 yang dimaksud pejabat 
penatausahaan pengguna barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha barang milik daerah pada pengguna barang. Sedangkan yang dimaksud 
pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengurus barang adalah 
pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus 
barang.  
Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber 
daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan 
tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 
pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia (SDM) 
yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dan 
penatausahaan barang milik daerah dengan baik. 
2.1.4 Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan merupakan muara dari perwujudan kinerja 
Pengelolaan Keuangan Daerah selama satu tahun anggaran. Laporan 
Keuangan ini merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis 
oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk 
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-
baiknya.  
Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu 
periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas 
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tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat 
dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau 
diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003) dalam 
Yuniarso (2014:16). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan 
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran II. PSAP 01-7 komponen 
utama atau laporan keuangan pokok terdiri dari komponen-komponen berikut ini. 
a. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan 
b. Neraca  
Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
c. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas tidak disusun di tingkat 
SKPD. 
d. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 
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Namun dalam PP No. 71 Tahun 2010 dimana sudah menerapkan basis 
akrual, selain empat komponen utama laporan keuangan pemerintah yang 
disebutkan di atas, masih ada tiga unsur laporan keuangan pemerintah yang lain, 
yaitu. 
a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. 
b. Laporan Operasional 
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 
periode pelaporan. 
c. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut. 
“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya.” 
 Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki. 
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a. Relevan 
Sesuatu disebut relevan apabila mampu mempengaruhi keputusan 
alokasi sumber daya, yaitu kapabilitasnya dalam membuat suatu keputusan 
berbeda (FASB 1980). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila 
informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu 
atau masa kini, dan memprediksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
Karakteristik informasi yang relevan menurut Peraturan Pemerintah No 71 
Tahun 2010 adalah sebagai berikut. 
1) Memiliki Manfaat Laporan Keuangan (Feedback Value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan 
dikatakan bermanfaat jika informasi di dalamnya relevan untuk 
memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 
Informasi di dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan jika dapat 
memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 
menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 
Suwardjono (2005) dalam Yuniarso (2014:20) mengatakan bahwa 
banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan 
keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar 
untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus 
bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa 
informasi harus mempunyai nilai.  
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2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa 
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi 
informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan 
politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk 
penilaian kinerja, (Mardiasmo, 2004:37). 
3) Tepat Waktu (Timelines)  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 
berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang 
disusun juga harus memenuhi ketepatan informasi yang disusun serta 
didukung dengan ketepatan waktu penyampaian sesuai ketentuan yang 
berlaku. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut 
dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas 
dasar laporan keuangan.  
4) Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 
mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan 
kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut 
dapat dicegah. 
 
26 
 
 
 
b. Andal (Reliability) 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan (PP 71 Tahun 
2010). FASB memandang reliabilitas dengan kandungan tiga komponen, 
yaitu gambaran sebagaimana nyatanya (representational faithfulness), 
kemampuan untuk dapat diperiksa (verifiability), dan tidak berpihak 
(neutral). Sama dengan yang diungkapkan dalam FASB, PP 71 Tahun 
2010 juga menyebutkan bahwa informasi yang andal harus memenuhi 
karakteristik. 
1. Penyajian Jujur (representational faithfulness) 
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 
diharapkan untuk disajikan. 
2. Dapat Diverifikasi (verifiability) 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 
dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang 
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang sama. 
3. Netralitas 
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan pihak tertentu. 
c. Dapat Dibandingkan 
Laporan keuangan yang disebut andal jika informasi yang termuat 
dalam laporan keuangan jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
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periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan 
kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara 
eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 
kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan 
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang 
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 
terjadinya perubahan. 
Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antara laporan 
keuangan yang disajikan periode bersangkutan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya. Hal ini untuk memastikan kesinambungan, konsistensi dan 
kelengkapan informasi yang disajikan. 
 
d. Dapat Dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 
untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Sebelum penelitian ini dibuat peneliti-peneliti terdahulu telah membuat 
penelitian yang berkaitan dengan penatausahaan barang milik daerah dan 
kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian-penelitian tersebut antara lain 
peneliti sajikan pada tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 
No 
Peneliti 
Terdahulu 
Judul Hasil Penelitian 
1 Elmi 
Krissantini. 
(2013)  
 
Pengaruh 
Penatausahaan, 
Penertiban, 
Pengawasan Dan 
Pengendalian Barang 
Milik Daerah Terhadap 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah Pada 
Pemerintah Kabupaten 
Poso 
 
Penatausahaan, 
penertiban, 
Pengawasan dan 
pengendalian barang milik 
daerah berpengaruh 
terhadap pengamanan 
barang milik daerah pada 
Pemerintah Kabupaten 
Poso 
 
2 Gema Puja 
Yuniarso (2014) 
Pengaruh Kompetensi 
SDM dan Pemanfaatan 
Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan 
Daerah Terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan SKPD 
Kabupaten Morowali 
 
Kompetensi SDM dan 
Pemanfaatan SIMDA 
berpengaruh terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan SKPD 
Kabupaten Morowali. 
3 As Syifa 
Nurillah 
(2014) 
Pengaruh Kompetensi 
Sumber Daya Manusia, 
Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan 
Daerah, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi, dan 
Sistem Pengendalian 
Intern terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 
Kompetensi SDM, 
penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan 
Daerah, pemanfaatan 
teknologi informasi dan 
system pengendalian 
intern pemerintah 
mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kualitas LKPD 
4 Ruri Windiastuti 
(2013) 
Pengaruh Sumber Daya 
Manusia Bidang 
Akuntansi dan Sistem 
Pengendalian Internal 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 
 
 
Sumber daya manusia 
bidang akuntansi dan 
sistem pengendalian 
internal mampu 
mempengaruhi kualitas 
laporan keuangan 
pemerintah daerah  
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5 Ayang Putri 
Septiayu 
Anggraeni 
(2015) 
Pengaruh 
Penatausahaan Barang 
Milik Negara (BMN) 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
Pada Kantor 
Kementerian Agama 
Kota Probolinggo 
Variabel pembukuan, 
inventarisasi dan 
pelaporan berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan 
keuangan pada kantor 
Kementerian Agama Kota 
Probolinggo. 
6 Erty Efrianti 
Juhariah (2014) 
Pengaruh Pemahaman 
Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah, 
Penatausahaan 
Keuangan Daerah dan 
Pengelolaan Aset Tetap 
Daerah Terhadap 
Kualitas Laporan 
Keuangan pemerintah 
Daerah pada 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Majalengka 
Pemahaman sistem 
akuntansi keuangan 
daerah, penatausahaan 
keuangan daerah dan 
pengelolaan aset tetap 
daerah secara bersama-
sama memberikan 
pengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah pada 
pemerintah daerah 
kabupaten Majalengka 
 
 Secara keseluruhan, perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan 
dengan penelitian sebelumnya adalah dari sesi objek penelitian dimana peneliti 
mengambil objek Pemerintah Kabupaten Magelang. Selain perbedaan dari sisi 
objek penelitian, penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dan 
perbedaan lain dari penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan di atas. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Elmi Krissantini (2013), peneliti 
sebelumnya menggunakan variabel dependen berupa pengamanan barang milik 
daerah dan variabel independen berupa penatausahaan, penertiban, 
pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Sedangkan peneliti 
menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah, tetapi 
pada penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan satu variabel independen 
yang sama dari penelitian sebelumnya yaitu penatausahaan barang milik daerah.  
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gema Puja Yuniarso (2014), 
As Syifa Nurillah (2014), Ruri Windiastuti (2013), Ayang Putri Septiayu Anggraeni 
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(2015), dan Erty Efrianti Juhariah (2014) memiliki persamaan dengan penelitian 
yang akan peneliti lakukan dari variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas 
laporan keuangan pemerintah. Perbedaannya dapat dilihat dari variabel 
independen yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya kebanyakan 
menggunakan variabel independen berupa kualitas sumber daya manusia dan 
sistem akuntansi yang digunakan, sedangkan penelitian kali ini menggunakan 
variabel independen berupa penatausahaan barang milik daerah.  
2.3 Kerangka Pemikiran 
Penatausahaan barang milik daerah merupakan fungsi yang sangat 
strategis dan vital. Inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara 
diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi 
pengelolaan BMD yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi BMD 
tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMD yang 
akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan 
penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang 
dan/atau belanja modal pada kementreian/lembaga Negara. Implementasi 
dari sistem Inventarisasi dan Pelaporan yang baik akan berdampak baik 
untuk keberhasilan pengamanan barang milik daerah. 
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh 
baik tidaknya penatausahaan aset tetap atau barang milik daerah di daerah 
tersebut. Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan merupakan proses dalam 
penatausahaan barang milik daerah yang merupakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah. 
Meningkatnya sistem penatausahaan terhadap BMD tersebut, maka 
tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih reliable 
mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah 
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yang sebenarnya sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang efisien dan 
efektif. 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan kerangka konsep dalam 
penelitian ini sebagai dasar pemikiran untuk mengemukakan hipotesis, sebagai 
berikut.  
Gambar 2.1 Kerangka Konseptul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 
2.4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penatausahaan BMD pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 
Ellwood (1993) dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo 
(2004:2001), menyebutkan salah satu dimensi dari akuntabilitas adalah 
akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran 
(accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan 
(abuse of power). Maka dari itu dalam proses penatausahaan BMD perlu adanya 
integritas dan kejujuran dalam pelaksanaannya serta pengetahuan tentang 
akuntansi dan barang milik daerah untuk menghindari adanya penyalahgunaan 
dan laporan yang tidak benar.  
Yuniarso (2014:78) melakukan penelitian dengan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara simultan Kompetensi SDM dan Pemanfaatan 
Kualitas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 
Variabel Independen Variabel Dependen 
 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah 
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SIMDA berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten 
Morowali.  
2.4.2 Pelaksanaan Instrumen Penatausahaan BMD pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Magelang 
Ellwood (1993) dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo 
(2004:21), menyebutkan salah satu dimensi dari akuntabilitas adalah 
akuntabilitas proses, dimana akuntabilitas proses terkait dengan apakah 
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam 
hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 
prosedur administrasi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk 
melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, 
pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. 
Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh 
informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang 
dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Hasil dari inventarisasi itu sendiri 
berupa buku inventaris, kartu inventaris barang, dan kartu inventaris ruangan. 
Penelitian yang dilakukan Krissantini (2013:95) menunjukan hasil bahwa 
variabel inventarisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
keberhasilan pengamanan BMD. Anggraeni (2015:111) melakukan penelitian 
yang juga menunjukan hasil penelitian bahwa ada pengaruh positif dan 
signifikan inventarisasi BMN terhadap kualitas laporan keuangan.  
2.4.3 Pelaksanaan Pelaporan BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang 
Mardiasmo (2004:21) menambahkan dimensi akuntabilitas finansial dari 
empat dimensi yang diungkapkan oleh Ellwood (1993). Akuntabilitas finansial 
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yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat 
laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada 
pihak luar. Salah satu unsur dari laporan keungan adalah neraca dimana salah 
satu unsur terbesar dalam neraca pemerintah daerah adalah aset tetap (BMD). 
Data neraca terkait aset tetap (BMD) merupakan hasil dari laporan kuasa 
pengguna barang yang kemudian digunakan sebagai bahan dalam 
penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang 
kemudian akan disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam 
penyusunan neraca. 
Hasil penelitian Anggraeni (2015:111) melakukan penelitian dengan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
pelaporan BMN terhadap kualitas laporan keuangan. Pelaporan BMN/BMD 
yang diberikan oleh pengelola barang akan digunakan seagai dasar dalam 
penyusunan neraca pemerintah daerah yang merupakan salah satu unsur 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
2.4.4 Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Mardiasmo (2004:21) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik 
terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan 
akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban vertikal 
(vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 
kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas Horizontal (horizontal 
accountability). Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) 
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.  
Penatausahaan barang milik daerah (BMD) yang dilakukan oleh setiap 
SKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus 
34 
 
 
 
dilakukan oleh kuasa pengguna barang kepada pengguna barang. Hasil dari 
laporan kuasa pengguna barang yang disampaikan tersebut kemudian 
digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan barang pengguna 
semesteran dan tahunan yang kemudian akan disampaikan kepada pengelola 
barang sebagai dasar dalam penyusunan neraca SKPD. Neraca SKPD yang 
sudah dibuat tadi akan dijadikan dasar untuk membuat neraca pemerintah 
daerah yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah 
daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari SKPD ke pemerintah 
daerah dan juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada 
pemerintah pusat dan masyarakat. 
Hasil penelitian Anggraeni (2015:111) melakukan penelitian dengan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan 
pelaporan BMN terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Juhariah (2014:138) 
melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Aset Tetap 
Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah 
Kabupaten Majalengka yang  menunjukkan salah satu hasil penelitiannya bahwa tidak 
dapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman penatausahaan aset tetap 
daerah terhadap kualitas laporan keuangan. 
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah. 
H1: Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, 
tujuannya adalah untuk menguji keandalan suatu teori yang mampu 
menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Metode kuantitatif, sebagaimana 
dinyatakan Cooper (2014:146), adalah metode penelitian yang mencoba 
untuk mengukur subjek penelitian dengan tepat.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatory research) 
yakni penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel 
independen dengan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis yang telah 
dirumuskan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif. 
Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena terdapat rumusan masalah yang 
berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau 
variabel yang berdiri sendiri. Variabel independen atau variabel mandiri dalam 
penelitian ini adalah penatausahaan barang milik daerah yang terdiri dari 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, sedangkan variabel dependen adalah 
kualitas laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta dan keterangan secara 
faktual dari responden dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan 
kepada pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut untuk 
menjelaskan variabel penatausahaan barang milik daerah dan pengaruhnya 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini 
adalah uji hipotesis (hypotheses testing) yang diungkapkan dalam bentuk 
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pernyataan serta menjelaskan tentang hubungan yang dapat diperkirakan 
secara logis diantara dua variabel atau lebih sehingga solusi dapat ditemukan 
untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran, 2009:135). 
3.2 Tempat, dan Waktu Penelitian 
Subjek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang 
dalam hal ini studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. 
Peneliti memilih Kabupaten Magelang sebagai subjek penelitian karena 
menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Kabupaten Magelang selalu 
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dengan pengecualian berupa 
pengelolaan aset tetap yang belum sesuai. Penelitian ini dilaksanakan di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yag bertempat di Jalan Letnan 
Tukiyat, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Rencana penelitian ini 
dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
 Populasi pada penelitian ini adalah pengelola keuangan di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta para pengurus 
barang di setiap SKPD yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Magelang 
berjumlah 140 orang yang terdiri dari 114 orang pegawai di DPPKAD dan 26 
orang pengurus barang. 
3.3.2 Sampel 
Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang 
menjadi objek penelitian (Mardalis, 2006:5). Sampel dalam penelitian ini 
diambil secara random dari setiap stratum. Oleh karena populasi memiliki 
karakteristik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maka penentuan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Dengan 
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teknik simple random sampling diharapkan setiap anggota sub populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, sehingga sampel yang 
dipilih dapat mewakili seluruh sub populasi yang ada. Dalam penelitian ini yang 
menjadi responden adalah 140 orang di DPPKAD dan pengurus barang di 
Pemerintahan Kabupaten Magelang. Sampel penelitian ini dipilih dari populasi 
penelitian. Sampel dapat ditentukan sesuai dengan kriteria sampel minimal yang 
dikemukakan oleh Nuryaman (2015:106) yaitu 5 x variabel bebas/indikator = 5 X 
13 indikator = 65 orang 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 
berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam peneilitian ini adalah. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang secara langsung bersumber dari 
responden tanpa ada perantara, dalam hal ini adalah dari jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Data primer yang 
dihasilkan dalam penelitian ini adalah merupakan hasi dari tanggapan 
responden terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diuji. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui 
perantara. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, 
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jurnal-jurnal dan sumber lainnya, yang berkaitan dengan topik yang diangkat 
pada penelitian ini. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan beberapa 
metode, meliputi. 
a. Studi Lapangan 
Studi lapangan yaitu pengumpulan data langsung dari sumber 
penelitian, adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
1) Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan 
kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian 
ini menggunakan kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang telah memiliki 
jawaban, responden cukup memberi tanda silang (X) pada jawaban yang 
dipilihnya. Kuesioner yang dipergunakan terdiri atas sejumlah item 
pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan variabel penelitian. 
2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara 
berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian.  
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan yaitu menelaah dan memeroleh informasi melalui 
buku-buku, publikasi, laporan serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya 
dengan penelitian. 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Ada dua jenis variabel pada penelitian ini, yaitu variabel independen 
dan variabel dependen. Menurut Sekaran (2013:68), variabel independen 
merupakan variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang 
dapat berupa hubungan positif atau negatif. Variabel independen pada 
penelitian ini adalah penatausahaan barang milik daerah. Variabel dependen 
juga disebut dengan variabel terikat, disebut variable terikat karena dipengaruhi 
oleh beberapa variabel bebas (independen). Variabel dependen pada 
penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
3.6.2 Definisi Operasional 
Definisi operasional dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut. 
a. Kualitas Laporan Keuangan (Variabel Dependen) 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa 
karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya.  Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif 
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik itu adalah (1) relevan, yaitu 
laporan keuangan memiliki manfaat laporan keuangan, memiliki manfaat 
prediktif, tepat waktu dan lengkap; (2) andal (reliability), dimana laporn 
keungan disejikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral; (3) dapat 
dibandingkan; (4) dapat dipahami. Dalam mengukur Indikator kualitas 
laporan keuangan tersebut diturunkan dalam bentuk 11 pernyataan pada 
kuesioner yang peneliti ambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 
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Soimah (2014:39). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 
(skor 1-5). 
b. Kompetensi SDM dalam Penatausahaan BMD (Variabel Independen) 
Menurut permendagri 19 tahun 2016 yang dimaksud pejabat 
penatausahaan pengguna barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang. Sedangkan yang 
dimaksud pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengurus 
barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas 
mengurus barang.  
Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber 
daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan 
bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber 
daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika 
akuntansi dan penatausahaan barang milik daerah dengan baik. Dalam 
mengukur Indikator tersebut diturunkan dalam bentuk 5 pernyataan pada 
kuesioner yang peneliti ambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 
Yuniarso (2014:91). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 
(skor 1-5). 
c. Instrumen Penatausahaan BMD (Variabel Independen) 
Instrumen adalah sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan 
sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan atau 
dalam arti lain berupa dokumen resmi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau 
tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, 
pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit 
pemakaian. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk 
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memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai 
kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Hasil 
dari inventarisasi itu sendiri berupa buku inventaris, kartu inventaris barang, 
dan kartu inventaris ruangan. Dalam mengukur Indikator inventarisasi 
tersebut diturunkan dalam bentuk 4 pernyataan pada kuesioner yang peneliti 
ambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Krissantini (2013:41). Skala 
pengukuran yang digunakan adalah skala likert (skor 1-5). 
d. Pelaporan (Variabel Independen) 
Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa 
pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang 
harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan kepada pengguna 
barang. Hasil dari laporan kuasa pengguna barang yang disampaikan 
tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan 
barang pengguna semesteran dan tahunan yang kemudian akan 
disampaikan kepada pengelola barang sebagai dasar dalam penyusunan 
neraca SKPD. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap 
semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. 
Dalam mengukur Indikator pelaporan tersebut diturunkan dalam bentuk 4 
pernyataan pada kuesioner yang peneliti ambil dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Krissantini (2013:41). Skala pengukuran yang digunakan 
adalah skala likert (skor 1-5). 
3.7 Instrumen Pelitian 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) merupakan variabel 
dependen yang diukur dengan menggunakan instrumen yang dipakai dalam 
penelitian Soimah (2014:39) yang terdiri dari 11 item pertanyaan dan dinilai 
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menggunakan skala likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak 
setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. 
Penatausahaan Barang Milik Daerah (X) merupakan variabel 
independen yang diukur dengan menggunakan instrumen yang dipakai dalam 
penelitian Krissantini (2013:41) yang terdiri dari 4 item pertanyaan dan dinilai 
menggunakan skala likert lima poin yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak 
setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. 
3.8 Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 
Dalam penelitian ini, statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik 
deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi.  
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara 
generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan 
dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi tidak 
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010:21). 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis 
sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam pengujian 
tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang 
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digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan 
(Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, 
terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya. 
3.8.2.1 Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keabsahan dan 
kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukan 
seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang 
ingin diukur (Sekaran, 2013:226). Apabila suatu penelitian menggunakan 
kuesioner didalam pengumpulan data penelitian, maka harus dilakukan uji 
validitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusunnya telah mampu 
mengukur apa yang ingin diukurnya. 
Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan 
responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi 
alat pengukur yaitu bentuk dan isi. Pengujian validitas dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut. 
a) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut 
valid. 
b) Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan 
tersebut tidak valid. 
c) r hitung dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total corelation. 
3.8.2.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu 
pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin 
pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam dalam instrumen 
(Sekaran, 2013:228). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 
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hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 
lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 
sama. Reliabilitias menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya.  
Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, 
peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha. Suatu instrument dikatakan 
reliable jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,5. 
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. 
Analisis regresi hanya dapat dilakukan apabila suatu model yang akan diuji telah 
bebas dari asumsi klasik. 
3.8.3.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 
baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 
2013:154). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan dua metode 
yaitu histogram dan normal probability plot. 
 Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Dasar 
pengambilan keputusannya menurut Ghozali (2013:156) seperti di bawah ini. 
1. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram 
menunjukkan pola distribusi normal. 
2. Model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar jauh 
dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 
histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal. 
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3.8.4 Uji Hipotesis 
3.8.4.1 Uji Hipotesis Deskriptif 
 Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 
metode perhitungan Champion (1990:302). Perhitungan dilakukan dengan 
langkah-langkah di bawah ini.  
1. Tabulasikan jawaban kuesioner  
2. Kelompokkan jawaban kuesioner  
3. Jumlahkan skor masing-masing kelompok jawaban kuesioner  
4. Total skor secara keseluruhan  
5. Bandingkan total skor setuju dengan sangat setuju dengan total skor 
keseluruhan, sesuai gambar di bawah ini. 
    
      Total Skor Setuju dan Sangat Setuju 
   ----------------------------------------------------- X  100% 
    Total Skor Keseluruhan 
 
 
Sumber: Basic statistic for social research, Champion (1991:301) 
 
6. Buat kesimpulan mengenai hasil kuesioner.  
Hasil perhitungan kuesioner terkait dengan analisis dapat diklasifikasikan 
menggunakan persentase klasifikasi menurut Champion (1990:301), yaitu:  
1. Penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia 
untuk menjawab apakah Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas 
penatausahaan barang milik daerah pada Kabupaten Magelang telah 
melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Kriteria penilaiannya adalah 
sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 
Tabel Klasifikasi Champion untuk SDM 
Persentase Skor Kategori Skor 
0 – 25% Sangat rendah / Tidak baik 
26 – 50% Rendah / Kurang baik 
51 – 75% Cukup tinggi / Cukup baik 
76 – 100% Tinggi / Baik 
Sumber: Basic Statistic for Socian Research, Champion 1990 
2. Penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan instrumen 
penatausahaan BMD untuk menjawab apakah instrumen penatausahaan 
BMD Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. 
Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. 
Tabel 3.2 
Tabel Klasifikasi Champion untuk Instrumen Penatausahaan BMD 
Persentase Skor Kategori Skor 
0 – 25% Sangat rendah / Tidak baik 
26 – 50% Rendah / Kurang baik 
51 – 75% Cukup tinggi / Cukup baik 
76 – 100% Tinggi / Baik 
Sumber: Basic Statistic for Socian Research, Champion 1990 
3. Penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan pelaporan BMD untuk 
menjawab apakah pelaporan BMD Kabupaten Magelang telah dilaksanakan 
dengan baik atau tidak. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. 
Tabel 3.3 
Tabel Klasifikasi Champion untuk pelaporan BMD 
Persentase Skor Kategori Skor 
0 – 25% Sangat rendah / Tidak baik 
26 – 50% Rendah / Kurang baik 
51 – 75% Cukup tinggi / Cukup baik 
76 – 100% Tinggi / Baik 
Sumber: Basic Statistic for Socian Research, Champion 1990 
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3.8.4.2 Uji Hipotesis Asosiatif 
3.8.4.2.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara 
satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (Ghozali, 2011). 
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 
penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus 
regresi linear sederhana menurut Ghozali (2016) sebagai berikut: 
Y  = a + bX 
Keterangan: 
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
X = Penatausahaan BMD 
a = Konstanta      
b = Koefisien regresi 
3.8.4.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2013:95). 
 Setiap tambahan satu variabel maka R2 akan meningkat tidak peduli apakah 
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. 
Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted 
48 
 
 
 
R2 saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted 
R2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke 
dalam model (Ghozali, 2013:95). 
3.8.4.2.3 Uji Statistik t 
 Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan 
regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 
2013:97). Kriteria pengujian yang didasarkan atas probabilitas adalah sebagai 
berikut: 
1. Jika jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat 
kepercayaan 5%, maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bilai nilai t 
lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, suatu variabel 
bebas secara individual memengaruhi variabel tetap. 
2. Jika nilai statistik t hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka 
HA diterima. Dengan kata lain, suatu variabel bebas secara individual 
memengaruhi variabel tetap. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uji statistik dan uji deskriptrif atas hipotesis yang diajukan, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam penatausahaan 
barang milik daerah Kabupaten Magelang sudah baik sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. 
2. Instrumen penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh 
Kabupaten Magelang sudah baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 
3. Proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh Kabupaten 
Magelang sudah baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
4. Penatausahaan barang milik daerah memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai 
dengan teori akuntabilitas dimana akuntabilitas merupakan 
pertanggunganjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau 
keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban (Salim, 1991). 
5.2 Saran 
Berdasarkan pengamatan dan analisa yang telah dilakukan, adapun 
saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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1. Pengguna dan kuasa pengguna barang sebaiknya lebih memperhatikan 
prosedur penatausahaan barang milik daerah, baik dalam memahami dalam 
penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui standar akuntansi 
pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
2. Seluruh pihak yang terlibat sebaiknya berpartisipasi aktif dalam proses 
penatausahaan barang milik daerah terutama dari para pengurus barang 
SKPD untuk turut aktif dalam mencatat dan melaporkan barang-barang yang 
ada dalam penguasaannya secara periodik. 
3. Untuk peneliti berikutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak 
terbatas hanya penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah, namun dapat menambah variabel 
independen lain terkait pengelolaan aset daerah yang mungkin memiliki 
pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan 
5.3 Keterbatasan  
Adapun hambatan dan keterbatasan selama penelitian adalah pemakaian 
partisipan yang terlibat langsung dalam proses penatausahaan barang milik 
daerah yang memungkinkan adanya bias dalam penelitian ini.  
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KUESIONER 
Dalam rangka penelitian akademis kami yang berjudul Pengaruh 
Penatausahaan Aset Tetap (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang), kami 
sangat mengharapkan kesedian Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 
kuesioner ini. Kuesioner ini agar diisi mengenai kondisi atau fakta yang terjadi 
berdasarkan perspektif profesional sesuai dengan tugas dan fungsi 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. 
                
I. Informasi Umum 
                Nama : ................................................................................. 
                
Usia : .............. tahun          
                
Jenis kelamin :   Pria   Wanita         
                
Jabatan : ..............           
Masa Kerja : .............. tahun          
 
II. Petunjuk Pengisian:  
a.  Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara/Saudari membaca pertanyaan 
berikut dengan cermat sebelum mengisi. 
 
b.  Beri tanda centang (√) yang menadi jawaban pilihan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari disalah satu penilaian yang tersedia.  
 
c.  Kuesioner ini menggunakan Skala likert 5 poin (sesuai dengan kriteria 
penilaian) sebagai berikut. 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Netral (N) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat Setuju (SS) 
Lampiran 2: Kuesioner 
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PERTANYAAN STS TS N S SS 
I. Kompetensi Sumber Daya Manusia      
1 Pegawai mempunyai latar belakang 
pendidikan dalam bidang akuntansi 
     
2 Pegawai telah memahami teori yang 
berkaitan dengan penatausahaan BMD 
dengan baik 
     
3 Pegawai telah memahami semua aturan 
yang berkaitan dengan penatausahaan BMD 
dengan baik 
     
4 Pegawai telah menerima pendidikan dan 
pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan 
pegawai dalam penatausahaan BMD 
     
5 Pegawai selalu melaksanakan tugas tepat 
waktu 
     
II. Instrumen Penatausahaan      
1 Pengguna/kuasa pengguna barang telah 
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) yang 
terdiri dari KIB A Tanah, KIB B Peralatan dan 
Mesin, KIB C Gedung dan Bangunan, KIB D 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan, KIB E Aset 
Tetap Lainnya, dan KIB F Konstruksi dalam 
Pengerjaan 
     
2 Pengguna/kuasa pengguna barang telah 
membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 
     
3 Inventarisasi barang milik daerah paling 
sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun oleh pengguna barang 
     
4 Pengguna barang telah membuat Buku 
Inventaris (BI) dari hasil inventarisasi 
     
III. Pelaporan      
1 Pengguna/kuasa pengguna menyusun 
laporan barang semesteran dan tahunan 
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2 Mutasi barang dilaporkan setiap semester 
secara tertib. 
     
3 Laporan Barang Milik Daerah digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca 
Pemerintah Daerah. 
     
4 Laporan inventarisasi barang (mutasi 
bertambah dan/atau berkurang) selain 
mencantumkan jenis, merek, type, dan lain 
sebagainya juga harus mencantumkan nilai 
barang 
 
     
IV. Kualitas LKPD      
Relevan      
1 Laporan keuangan yang dihasilkan 
memberikan informasi untuk mengoreksi 
ekspektasi mereka dimasa lalu. 
     
2 Informasi dalam laporan keuangan dapat 
membantu pengguna untuk memprediksi 
masa yang akan datang berdasarkan hasil 
masa lalu dan kejadian masa kini. 
     
3 Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu      
4 Informasi laporan keuangan disajikan secara 
lengkap mencakup semua informasi 
akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan 
     
5 Pemerintah daerah telah menyusun Laporan 
Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan 
Realisasi Anggaran dan Catatan atas 
Laporan Keuangan 
 
     
Andal      
6 Transaksi yang disajikan dalam laporan 
keuangan tergambar dengan jujur dalam 
laporan keuangan. 
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7 Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan bebas dari kesalahan yang 
bersifat material. 
     
8 Laporan keuangan menyajikan informasi 
yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan 
tidak berpihak pada kebutuhan khusus. 
     
9 Informasi dalam laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat diuji. 
     
Dapat Dibandingkan      
10 Informasi keuangan yang disajikan dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya. 
     
Dapat Dipahami      
11 Informasi keuangan yang disajikan dapat 
dipahami oleh pengguna. 
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HASIL UJI VALIDITAS 
1. Kompetensi SDM 
 P1 P2 P3 P4 P5 SDM 
P1 Pearson 
Correlation 
1 ,596** ,484** ,408** ,670** ,779** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 
P2 Pearson 
Correlation 
,596** 1 ,674** ,520** ,632** ,864** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 
P3 Pearson 
Correlation 
,484** ,674** 1 ,599** ,540** ,827** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 
P4 Pearson 
Correlation 
,408** ,520** ,599** 1 ,426** ,722
** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000  ,001 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 
P5 Pearson 
Correlation 
,670** ,632** ,540** ,426** 1 ,818
** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 
N 53 53 53 53 53 53 
Pembukuan Pearson 
Correlation 
,779** ,864** ,827** ,722** ,818** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 53 53 53 53 53 53 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3: Hasil Uji Validitas 
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2. Instrumen Penatausahaan BMD 
Correlations 
 I1 I2 I3 I4 Instrumen 
I1 Pearson Correlation 1 ,361** ,135 ,222 ,742** 
Sig. (2-tailed)  ,008 ,336 ,110 ,000 
N 53 53 53 53 53 
I2 Pearson Correlation ,361** 1 ,383** ,531** ,767** 
Sig. (2-tailed) ,008  ,005 ,000 ,000 
N 53 53 53 53 53 
I3 Pearson Correlation ,135 ,383** 1 ,196 ,514** 
Sig. (2-tailed) ,336 ,005  ,159 ,000 
N 53 53 53 53 53 
I4 Pearson Correlation ,222 ,531** ,196 1 ,696** 
Sig. (2-tailed) ,110 ,000 ,159  ,000 
N 53 53 53 53 53 
Inventarisasi Pearson Correlation ,742** ,767** ,514** ,696** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 53 53 53 53 53 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Pelaporan 
Correlations 
 L1 L2 L3 L4 Pelaporan 
L1 Pearson Correlation 1 ,483** ,518** ,292* ,766** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,034 ,000 
N 53 53 53 53 53 
L2 Pearson Correlation ,483** 1 ,509** ,444** ,794** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,000 
N 53 53 53 53 53 
L3 Pearson Correlation ,518** ,509** 1 ,410** ,784** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,002 ,000 
N 53 53 53 53 53 
L4 Pearson Correlation ,292* ,444** ,410** 1 ,706** 
Sig. (2-tailed) ,034 ,001 ,002  ,000 
N 53 53 53 53 53 
Pelaporan Pearson Correlation ,766** ,794** ,784** ,706** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 53 53 53 53 53 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Kualitas LKPD 
 R1 R2 R3 R4 R5 A1 A2 A3 A4 DB1 DI1 LKPD 
R1 Pearson 
Correlation 
1 
,452*
* 
,290* ,250 ,169 ,223 ,318* ,276* ,316* ,282* ,184 ,535** 
Sig. (2-
tailed) 
 ,001 ,035 ,071 ,226 ,109 ,020 ,045 ,021 ,041 ,187 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
R2 Pearson 
Correlation 
,452*
* 
1 
,371*
* 
,229 
,444*
* 
,167 ,351** ,077 ,323* ,374** ,100 ,549** 
Sig. (2-
tailed) 
,001  ,006 ,099 ,001 ,233 ,010 ,583 ,018 ,006 ,474 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
R3 Pearson 
Correlation 
,290* 
,371*
* 
1 
,476*
* 
,475*
* 
,638*
* 
,564** ,376** ,549** ,253 ,233 ,776** 
Sig. (2-
tailed) 
,035 ,006  ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,067 ,094 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
R4 Pearson 
Correlation 
,250 ,229 
,476*
* 
1 
,546*
* 
,313* ,208 ,171 ,328* ,324* ,338* ,599** 
Sig. (2-
tailed) 
,071 ,099 ,000  ,000 ,022 ,134 ,222 ,017 ,018 ,013 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
R5 Pearson 
Correlation 
,169 
,444*
* 
,475*
* 
,546*
* 
1 
,379*
* 
,208 ,158 ,529** ,324* ,178 ,629** 
Sig. (2-
tailed) 
,226 ,001 ,000 ,000  ,005 ,134 ,257 ,000 ,018 ,203 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
A1 Pearson 
Correlation 
,223 ,167 
,638*
* 
,313* 
,379*
* 
1 ,562** ,267 ,595** ,207 ,124 ,668** 
Sig. (2-
tailed) 
,109 ,233 ,000 ,022 ,005  ,000 ,053 ,000 ,136 ,376 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
A2 Pearson 
Correlation 
,318* 
,351*
* 
,564*
* 
,208 ,208 
,562*
* 
1 ,410** ,615** ,417** ,180 ,718** 
Sig. (2-
tailed) 
,020 ,010 ,000 ,134 ,134 ,000  ,002 ,000 ,002 ,198 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
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A3 Pearson 
Correlation 
,276* ,077 
,376*
* 
,171 ,158 ,267 ,410** 1 ,419** ,196 ,382** ,546** 
Sig. (2-
tailed) 
,045 ,583 ,006 ,222 ,257 ,053 ,002  ,002 ,159 ,005 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
A4 Pearson 
Correlation 
,316* ,323* 
,549*
* 
,328* 
,529*
* 
,595*
* 
,615** ,419** 1 ,441** ,213 ,778** 
Sig. (2-
tailed) 
,021 ,018 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000 ,002  ,001 ,126 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
DB1 Pearson 
Correlation 
,282* 
,374*
* 
,253 ,324* ,324* ,207 ,417** ,196 ,441** 1 ,554** ,615** 
Sig. (2-
tailed) 
,041 ,006 ,067 ,018 ,018 ,136 ,002 ,159 ,001  ,000 ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
DI1 Pearson 
Correlation 
,184 ,100 ,233 ,338* ,178 ,124 ,180 ,382** ,213 ,554** 1 ,486** 
Sig. (2-
tailed) 
,187 ,474 ,094 ,013 ,203 ,376 ,198 ,005 ,126 ,000  ,000 
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Kualitas 
LKPD 
Pearson 
Correlation 
,535*
* 
,549*
* 
,776*
* 
,599*
* 
,629*
* 
,668*
* 
,718** ,546** ,778** ,615** ,486** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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HASIL UJI RELIABILITAS 
1. Kompetensi SDM 
  Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 53 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,862 ,862 5 
 
2. Instrumen Penatausahaan BMD 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 53 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,581 ,637 4 
 
 
Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas 
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3. Pelaporan 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 53 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,756 ,761 4 
 
4. Kualitas LKPD 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 53 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,849 ,846 11 
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HASIL UJI NORMALITAS DATA 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
SDM 
 
Instrume
n 
Pelapor
an 
Kualitas 
LKPD 
N 53 53 53 53 
Normal Parametersa,b Mean 22,792 16,604 18,113 48,434 
Std. Deviation 2,2045 1,9645 1,6946 3,8356 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,219 ,168 ,171 ,107 
Positive ,162 ,168 ,133 ,084 
Negative -,219 -,134 -,171 -,107 
Test Statistic ,219 ,168 ,171 ,107 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,001c ,000c ,193c 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. ,011d ,091d ,081d ,550d 
99% 
Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
,008 ,084 ,074 ,537 
Upper 
Bound 
,013 ,098 ,088 ,562 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
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HASIL UJI REGRESI SEDERHANA 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 penatausahaanb . Enter 
 
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,538a ,289 ,275 3,2652 
 
a. Predictors: (Constant), penatausahaan 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 221,292 1 221,292 20,757 ,000b 
Residual 543,727 51 10,661   
Total 765,019 52    
 
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD 
b. Predictors: (Constant), penatausahaan 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,973 5,388  4,450 ,000 
penatausahaan ,425 ,093 ,538 4,556 ,000 
 
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD 
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